LEMRARAN DAERAH
KASUPATEN DACRAH TINGKAT 1i REMBANG
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FERATURAN DAERAH YABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
FANGKALAN MOB!L BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH T.NGKAT il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KE¥YALA DAERAH TINGKAT il REMBANG

Menimbang :a Bahwa dalam rangka usaha meningkstkan ke-
amanan, kete:tiban dan kelancaran arus latu
lintas ssria guna mengurangi kerusakan jalan-
jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah'Tinq-
kat |l Rembang, maka periu diatur tempat-
tempat untuk perpangkal dan kegiaten bong-
kar muat barang bagi mobii barang di Wila-
yah Kibupastan Daerah Tingkat it Rembang.

b. #ahwa uniuk melaksanakan maksud tersebut
diatas. dipendang perlu menerbitkan Feraturan
Daeran Xsbupaten Dserah Tingkat Il Rembang

Mengingat : 1. Undany - wndeang Nomor 5 Tohun 1974 ten-

1ing Pol‘ok~pok6‘k Pemerintatan di Daerah,
2. Undang - undang Nemor 13 Tahun 1950 ten-

tane *embentukan Daereh - dsersh Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.



3.
tantang Peraturan Umum HKetnibusi Daersh.

4.

10.

11.

— D Fem

Undang undarg Nomor 12/ Drt. Tahun 1957

Undang-undang Nomor 3 Tehun 1965 tentang
Lalu hntas dan Angkutan Jaten Raya

Undang-undarg Nomor 13 Tahun 1880 ten-
tang Jalan,

. Peraturan Femerintahan Nomor 5 Tahun 1975

tentang Fengurusan, perianggung jawaban
dan Pengawasan Keusngan Dazrah.

. Paraturan Pemerintah momor 26 Tahun 1885

tentany Jalan,

. Peraturan Femerinjah Nomer 22 Tahun 1980

tentang Penyerahan sebsegien Urusan FPeme-
rintahan daianm: bidang talu Lintas dan Ang-
kutan Jalan <epada Daerah Tingkat | dan
Daarah Tingkat 11,

. Instiuksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat |

Jawa Tengah tanggal 20 September 1975

ifomer 137/1475/C tentang tempat Pember-
146/13

hentian Truck.

Peraturan Dserah Kabupaten Dsaersh Tingkat
il nembang Nomor 5 Tahun 1389 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipi! ai Linckungan
Pem=arintah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang.

Taraturan Deerah Kebupaten Daersh Tingkat
il Rembang Homor 11 Tshun 1920 tentang
FPenyertean Modal Daerah Kabupaten Daergh
Tingkat {| Rembang pada Pihak Ketiga,

Dengan Persstujuan Gewan Perwekilan Rzkyat Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat {f Rembang.

Memutuskan S
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan i Peraturan Daersh Kabupeten Dserah Tingkat

Il Rembang Tentang Fangkalan Mobil
Barang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1! Rembang

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Paraturan Deerah ini. yang dimak:ud dengen

Dasrah sdalah Kebupaten Daerah Tingkat i Rembang.

. Pemerintah Daersh adclah Femerintah Kebupatcn Daerah

Tingkat 1i Rembang.

Bupati xepala Daerah adaf:h Bupati Kepa'a Daersh Tingkat I
Rembang.

. D2wan Parwakilan Rakyat Daerzh adaleh Dewazn Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Da:rah Tingkat ii Rembang.

Dinss Penuapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daergh
Kabupaten Daerah Tingkat 1! Rembang,

Mobil barang adalah Kendaraan bermotor roda empat atau le-
bih se'ain mobil bus mabil Penumpang, varg diperuntukkan
Angkatan Barang dengan jumlah berat yang dipeirbolehkan
di atas 4000 Kg.

- Panckalan nmobil bararng ada'sh terpst per berhentizn/beima-

lam dan tempat bongkar muat bareng begi mobil ba'ang.

. Barang adalah segala sesutu yang diangkut ofeh mobil barang

Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Dzerzh Jswa Tengah
Cabang Rembang.
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BAB 1l
MAKSUD PAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakan pangkalen mobil barang adalah :

2. Untuk memsjukan keamanen, ketertiben dan kelancaran arus
latu lintas.

b Untuk mengurangi kerusakan jalan-jelan dalam Wilayah Ke-
bupaten Daerah f{ingkat Il Rembang.

¢. Untuk menggzli sumber - sumber pendapatan Daerah.

BAB il

LOKASI, SARANA J)AN FASILITAS
PANGKALAN MCBIL BARANG

Pasal 3

{1) Lokasi pangka'an mcbil bararg diberi bates dan jalur pemi-
sah yang jelas dengan teneh milik orang lain disekitarnya.

(2) Gambar dari tian—tiap lokasi pangkalan mobil barang dengan
batas-batasnya yang jelas disimpan dalam arsip Sekretariat
Wilayah/Oserah Tingkat |l Reinbang.

Pesal 4

Pangkelan mobil barang dilengkapi dengan serzna dan fasilitas
baik untuk memsnohi kebutuhen nara pengemudi (tempat istira-
hat, mushola warung makan, kanar mandi WC, tempat cuci
kendaraan dsn iain-lgin}, maupun untuk memenuhi kebutuhan
para penguszba (gudang, perkantoran) serta fasilitas penunjang
fainnya.
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BAB IV
PENGGUNAAN PANGKALAN MOBIL BARANG
Pasal §
(1) Setiap mobi! barang yang melintasi pangkalan mobil barang

diwajibkan masuk kedalam pangkslan tersebut

(2) Setias mobil barang dilarang parkir di sembareng tempat
termasuk di bahu—bahu jalan kecual di tempat-tempat yang
telah ditentukan.

Pasal 6

Setiap pemaksi fasilitss dilarang memperguneken pargkalan mo-
bit barang dengan cara yana dspat merintangi, menbshayskan
keamanan lalu lintas dan yang mungkin dapat menimbulkan ke-
rusakan pada pangkalan.

Pasal 7
Sstiap pengemudi mobil barang diwajibkan ikut serta memeliha-
ra keamaran, keteitiban, kebersihan dan keindahan iingkungen
Pasal 8

(1) Pengelolaan pargks'an mebil harang dilakuken oleh petugas
yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Dasrah.

(2) Para petugas tersebut avat (1) pasal ini dalam melaksanakan
tugasnya bertangguna jawab dan harus membuat laporan
setisp satu bulsn seksii kepada Bupati kepala Dzsrah

BAB V
TARIP RETRIBUSI
Pasal 9

Semua pengemudi mobil barang yang memasuki pangkalan mo-

bil barang dikenaken retiibusi sebagai berikut

1. wuntuk .. .. §.



i

1. Untuk mobil barang vyang berpangkal selama 0 - 24 jam
taripnya adalah

a. Untuk truck sebesar T Rp £00,00
b. Untuk truck besarta kereta gandeng/keieta

tsmpeian ssbesar Rp 100000
¢ Untuk mobnil barang lainnya sebesar ... Rp 500,00

2. Untuk mobil bareng yang berpangkal lebih dari 24 jam, di-
kenakan talip per hari

a. Untuk truck ssbesar - Rp 1.000,00
b. Untuk truck beserta kereta gandeng/kereta

tampelan sebesar Rp 2.000.00
¢. Untuk mobii barang lainnya sebesar _ Rp 1.000,00

Pasal 10

(}) Semuz pedegang yang berjuilan di lokasi pangkalan mobil
barang baik secara teiap, harienh maupun musiman di kenalan
pungdtan s3suai dengan ketsntuan yang berlaku.

(2) Pslaksanazn pungutan tersebut ayat (1) diatas diserahkan
kepada Dinas Pedapaten Daerah.

(3) Hasil pungutan tersebutr ayat (2) diatas merupaksn renda-
patan Dazrah yang harus disetor secara keselurchan pada

Kas Deerah.
BAB VI
KETENTUAN ~ PIDANA
Pasal 11

Pelancgaran terhadap ketentuan - ketentuen Pasel 5, 6, 7 dan @
Peraturan Dzersh ini diancam huluman kurungan selama—iam a-
nya 8 (enzm) Sulan atau danda s3tinggi~tingginya Rp 50 000.00
(lima puluh ribu rupiah ).

Pasal ... ___ 8,
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Pasal 12

Se'ain Pejabat Penyidik Umum yang bertuczs menvidik tindak
pidzna, peryidiksn atas tindak pidana sebacaimans dimaksud
dalam Paeraturan Daersh Ini depat juga dilekiken c'eh Fejabat
Paryidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinieh Daerah
yang pengangkatannya di tetspkan sesuzi dengan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bzerzh ini sepznjarg
menganal pelaksanaannya, pengaturannya diserabkan kepada Bu-
pati Xepala Daersgh.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangcal diundsngkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinys, memeriniakkan
pengundangan Peraturzn Daerah inj dengan penempatannya
datam Lemparan Daarah Kabupaten Dasrah fingkat I Rembang.

Rambang, 27 Agustus 1991
DEWAN PERWAKILAN RZKYAT

DAERAH <ABURATEN DAE<AH BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT Il REMBANG TINGKAT Il REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Drs. H. WACHIDI RIJONO

diseshkan ______ g



DISAHKAN :

Dengan Xeputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Tangga! 5 Nopember 1991
Nomor 188.3/422 /1891

An. Sekretaris Wi'ayah / Daerah
Tingkat | Jawa lengah

Kepala Biro Hukum

SARDJITO SH
NIP, 500034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1! Rembang
Nomor 9 Tahun 1991 Seri B No 2
pada tanggal 12 Nopember 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOED'HARTO
NIP. 50C 029 511




PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1991
FTENTANG

PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT il REMBANG

PENJELASAN UMUM

Untuk menunjang lajunya pembangunan di Kabupaten

Daerah Tingkat Il Rembang, diperlukan dana vang cukup
memadai.
Untuk memperoleh dana tersebut periu edanya upaya-upaya
dan usaha-usaha untuk mengaali sumber pendapatan Deerah
sebagsimana digarisken Pasal 60 Undang undang Nomor 6
Tahun 1974 yang menyataken bahwa dengan Persturan Daerah
dapat diadzkan usaha-usaha untuk menambah sumber penda-
patan Daerah.

Se'anjutnya perlu diketehui bahwa di Kzbupaten Rem-
bang samskin banyak kendarasn Angkutzn barang utamanya
truck yang berpangkal di separjang jalan, baik jalan-jalen Ne-
gara, Fropinsi maupun Kabupgaten.

Hal d'sebabkan antara lain

1. Untuk melepas lelah dan memeriksz setelah menempuh
perjalanan panjana,

2. Baberapa pengusahs, garasinya sudah tidak dapat menam-
pung fagi kendaraannya

3. Banyak psngemudi asal Rembang mengemudikan truck dari
luar Daerah, dimana pada saat teiteniu membswa puisng
kendaraan sesudah dirumzhnya tidak tersedia garasi

Kead=an demikian timbul kzrena belum tersedisrya temrpat
parkir khusus yang dapat menempung jumleh mobil bareng/
truck yang memadai sehingga dapat menimbuikan masalah—
masalah antara !ain seperti menghambat arus talu lintas. me—
ningkatnya kriminalitas dengsn modus operandi basjing loncat
dan mempercepat kerusakan jalan-jaian.
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Masal=h-masalah tersebut perlu kirzrya segera diatasi
dengan mendirikan pangkalan mobii hareng yang tujuennya an—
tara {ain adal:h.

1. meningkatkan kelancaran lalu lintas.
2, msningkatkan kebersihan, ketertiben dzn keirdehan,

3. menyediakan tempat yang nyaman bagi pangemudi kkususnya
mobil odarang, baik dari ssgi keamanan kendaizan maupun
barang dan dalem rangka melepsskan lelsh.

4. meningkatkan pendapatan azli Daesah.

Untuk mencapai maksud tersebut, agor pendirian pang—
kalan mobil barang tersebut mempunyzi landasan hukum yeng
Kokoh, maka periu segera diatur dalam Peraruran Daeran,

II, PENJELASAN P\SAL DEMI PASAL -

Pasal 1 s/d 8 ; Cukup jeias.

Pasat 8 . Apabila mobil barang berpargke! lebih dari
24 jam, maka untuk kalebihannya tiap 24
jam dikenakan taiip dua kali lipst deri tarip
yang berlaku untuk jangka wakiu 0 - 24 jam

Pasal 10 ayat (1) : Ketentuan yang berlaku tsrsebut antara lzin
Peraturan Daerah tentang -~ajak Pend-ftaran
Perusahaan, :jin Gangguan, ij.n tempat Usa-
ha dan sebagainya.

ayat (2} dan (3) : Cukup jetas,
Pasal 11 dan 12 : Cukup jelas.
Pasal 13

Dengan Surat Xeputusar, Bupati Kepala Dae
rah dapat mengatur penctapan lokes pang-
kalan, stztus pangkalan pemzkaian fasiiites
veng ada di panckalan bentuk dan cara pem
bayaran retriousi dan sebagainya.

Pasal 14

-

Cukup jelas.




